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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit
Pengelolah Rumah Susun (UPRS) |
Ridwan Sonda Tayang, Ratri Istania, Firman Hadi Rivai
ridwan.2141021010@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 menjadi
tonggak penting dalam merumuskan aturan yang jelas terkait dengan penghunian
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS)
I. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan panduan
yang terstruktur dan tegas dalam mengatur pengelolaan Rusunawa, terutama pada
level UPRS I. Penelitian ini diharapkan memberikan penilaian tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut dalam mengoptimalkan Rusunawa di DKI
Jakarta, khususnya UPRS 1.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi dan memberikan
rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) |
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur tersebut telah
memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di UPRS I,
sebagaimana tercermin dari skor tinggi pada Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM),
yang menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dalam meningkatkan
pelayanan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu,
rekomendasi strategis disusun untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk
langkah-langkah seperti pembentukan forum komunikasi, penerapan sistem
komunikasi internal yang efektif, pelatihan karyawan, audit untuk
mengidentifikasi potensi penghematan, dan penilaian terhadap struktur birokrasi.
Dengan menerapkan program-program ini secara terstruktur, diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan di UPRS | serta memastikan kelangsungan
dalam menyediakan hunian yang optimal bagi masyarakat DKI Jakarta.

Kata kunci: Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1, Peraturan Gubernur,
Implementasi Kebijakan



ABSTRACT

Implementation of Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province
Number 111 of 2014 Concerning Occupancy Mechanisms for Simple Rental
Flats in Flat Management Units (UPRS) |
Ridwan Sonda Tayang, Ratri Istania, Firman Hadi Rivai
ridwan.2141021010@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

DKI Jakarta Provincial Governor's Regulation Number 111 of 2014 is not
important in establishing clear rules relating to residents of low-rent flats
(Rusunawa) in Flat Management Unit (UPRS) 1. With this regulation, the
government is trying to provide structured guidance and be firm in regulating the
management of Rusunawa, especially at the UPRS 1| level. This research assesses
the level of success in implementing this policy in optimizing Rusunawa in DKI
Jakarta, especially UPRS I.

This research describes an implementation assessment and provides strategy
recommendations to increase the effectiveness of DKI Jakarta Provincial
Governor Regulation Number 111 of 2014 in Flat Management Unit (UPRS) I
using a qualitative descriptive method with a case study approach. The research
results show that the implementation of the Governor's Regulation has had a
positive impact on the quality of public services at UPRS I, as reflected in the high
score on the Community Satisfaction Index (SKM), which shows awareness and
commitment to improving services. However, there are still obstacles that need to
be overcome, such as communication problems, resources, disposition and
bureaucratic structure. Therefore, strategic recommendations were prepared to
overcome these challenges, including steps such as establishing a communication
forum, implementing an effective internal communication system, employee
training, audits to identify potential savings, and an assessment of the
bureaucratic structure. By implementing these programs in a structured manner, it
is hoped that it can improve the quality of services at UPRS | and ensure
continuity in providing optimal housing for the people of DKI Jakarta.

Keywords: Flats Management Unit (UPRS) I, Governor's Regulations, Policy
Implementation
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan kota yang pesat dan kepadatan penduduk dalam beberapa
waktu terakhir menyebabkan semakin banyaknya permukiman yang muncul di
berbagai tempat. Rully Ayu Andini (2023,h.2) mengemukakan bahwa
“perkotaan menghadapi sejumlah kompleksitas masalah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakatnya, salah satunya pada kebutuhan perumahan”. Hunian
perumahan bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga merupakan
bagian integral dari infrastruktur kota yang memengaruhi aspek-aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan. Dengan meningkatnya urbanisasi, permintaan akan
hunian perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan semakin meningkat.
Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang efisien dan efektif menjadi
kunci dalam merancang perkotaan yang mampu menampung kebutuhan
penduduk perkotaan yang terus berkembang. Rumah Susun Sederhana Sewa
menjadi solusi perumahan yang semakin relevan dalam mengatasi tantangan

urbanisasi dan kebutuhan perumahan yang terus berkembang di era modern.

Carissa et.al. (2023,h.43) mengemukakan bahwa “rumah susun sederhana
adalah sebuah konsep perumahan yang muncul sebagai solusi atas kebutuhan
akan tempat tinggal yang efisien dan terjangkau di tengah perkotaan yang
padat”. Konsep ini menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat
perkotaan yang mencari tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau tanpa
harus mengorbankan kualitas hidup. Penting untuk memahami bahwa rumah
susun sederhana adalah bentuk perumahan yang dirancang untuk
memanfaatkan lahan secara optimal dengan membangun secara vertikal.
Dengan demikian, rumah susun sederhana mampu menampung sejumlah besar
unit hunian dalam sebuah struktur bangunan tunggal. Keuntungan dari
pendekatan ini adalah penggunaan lahan yang lebih efisien, yang pada
gilirannya membantu mengurangi tekanan terhadap lahan perkotaan yang

semakin langka. rumah susun sederhana juga menawarkan keberagaman



fasilitas dan layanan terintegrasi yang meningkatkan kualitas hidup
penghuninya. Fasilitas seperti area parkir yang aman, ruang terbuka hijau,
tempat main anak, tempat olahraga dan ruang serbaguna biasanya tersedia di
dalam kompleks rumah susun. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman
dan berkelanjutan bagi penghuni, memungkinkan mereka untuk hidup secara

terpadu tanpa harus meninggalkan kompleks perumahan.

Rumah susun sederhana dengan konsep pemanfaatan ruang yang efisien,
bukan hanya menyediakan tempat tinggal bagi penduduk perkotaan tetapi juga
membuka peluang untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih inklusif
dan berkelanjutan. Salah satu keunggulan utama Rumah Susun Sederhana
Sewa adalah efisiensi penggunaan lahan. Rumah Susun Sederhana Sewa
mampu menampung lebih banyak unit perumahan dalam suatu area terbatas,
sehingga mengurangi tekanan pada lahan perkotaan yang semakin terbatas. Hal
ini tidak hanya menciptakan ruang lebih banyak bagi penghuni, tetapi juga
mendukung prinsip-prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Selain
efisiensi lahan Rumah Susun Sederhana Sewa juga memberikan manfaat sosial
diantaranya masyarakat cenderung lebih saling terlibat dan berinteraksi.
Adanya fasilitas bersama seperti ruang terbuka, taman, atau fasilitas rekreasi,
dapat menjadi katalisator bagi terbentuknya komunitas yang solid. Ini
menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara penghuni, mendukung rasa
kebersamaan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika
mengamati perkembangan urbanisasi di suatu daerah, peran Rumah Susun
Sederhana Sewa menjadi sangat signifikan dalam konteks jumlah penduduk

perkotaan.

Gloria et.al. (2023,h.50) mengemukakan “Rumah Susun Sederhana Sewa
sebagai bentuk perumahan yang efisien dan terkonsentrasi secara vertikal,
memainkan peran penting dalam menampung pertumbuhan jumlah penduduk
yang cepat di lingkungan perkotaan”. Dalam banyak kasus, daerah perkotaan
menghadapi tekanan besar akibat migrasi penduduk dari wilayah pedesaan dan

pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk DKI Jakarta
relatif besar dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk terhitung dari
tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 — 2022
Kabupaten/Kota 2020 2021 2022
Administrasi
Kepulauan Seribu 27.749 28.240 28.925
Jakarta Selatan 2.226.812 2.233.855 2.244.623
Jakarta Timur 3.037.139 3.056.300 3.083.883
Jakarta Pusat 1.056.896 1.066.460 1.079.995
Jakarta Barat 2.434.511 2.440.073 2.448.975
Jakarta Utara 1.778.981 1.784.753 1.793.550
DKI Jakarta 10.562.088 10.609.681 10.679.951

Sumber: BPS Sensus Penduduk, 2020-2022
Dari Tabel 1.1. Menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020,
jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa. Pada tahun 2021,
jumlah tersebut meningkat menjadi 10,61 juta jiwa, dan bertambah lagi
menjadi 10,68 juta jiwa pada tahun 2022. Ini berarti, dalam dua tahun terakhir,
jumlah penduduk di DKI Jakarta bertambah sebanyak 269 jiwa setiap hari atau
sekitar 16 orang per jam.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 Setiap individu berhak atas
kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal,
serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan dasar ini
sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian bangsa, berperan
strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang utuh, berjati diri,
mandiri, dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi seluruh bangsa
Indonesia dengan menyediakan perumahan dan kawasan permukiman agar
masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak dan terjangkau, dalam
lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah
Indonesia. Selain besarnya jumlah penduduk di DKI Jakarta dan kepadatan

penduduk yang sangat tinggi, problematika DKI Jakarta adalah sebagai kota



metropolitan DKI Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan, perekonomian
dan dagang serta jasa, sehingga menjadi daya tarik kuat bagi banyak orang
untuk mengadu nasib dan menggantungkan masa depannya.. Salah satu
contohnya di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini dapat terlihat dari
persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di

Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.2
Jumlah Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
Administrasi

2020 2021 2022
Kepulauan Seribu 18,33 18,68 14,37
Jakarta Selatan 40,15 50,13 45,72
Jakarta Timur 44,53 47,16 38,99
Jakarta Pusat 30,40 32,61 31,46
Jakarta Barat 32,30 36,75 37,79
Jakarta Utara 19,25 24,91 22,93
DKI Jakarta 33,18 40,00 36,69

Sumber: BPS Sensus Penduduk, 2020-2022
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang tinggi dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak huni dan
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membantu ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan
komitmen tersebut yaitu dengan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa).

Peran organisasi pemerintah sangat penting dalam melayani masyarakat,
karena organisasi yang efektif akan memberikan pelayanan yang baik dan
mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Pemerintah, dalam menjalankan misi pelayanannya untuk mengantisipasi
perkembangan kebutuhan masyarakat, melakukannya melalui berbagai

kebijakan di hampir semua aspek kehidupan.



Gambar 1.1. Letak lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pemprov
DKI Jakarta Tahun, 2022

Peran organisasi pemerintah dalam mengelola dan membentuk kebijakan
sangatlah sentral dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan pembangunan
berkelanjutan. Organisasi pemerintah berperan dalam merancang, menerapkan,
dan menegakkan peraturan untuk menciptakan tatanan hukum yang berfungsi
efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, Dalam
pelaksanaannya pemerintah tidak lepas dari tantangan yang ada terutama
terkait dengan kebijakan — kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
sehingga dengan ini pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait
dengan penyelenggaran kegiatan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
seperti Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS 1). Organisasi pemerintah dan
Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS 1) memiliki hubungan yang vital dalam
menjamin keberhasilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi penghuni rumah
susun. Keterlibatan organisasi pemerintah, terutama dalam merancang regulasi
dan menyediakan arah kebijakan menjadi esensial untuk menciptakan
lingkungan hunian yang berkualitas dan memastikan keberlanjutan operasional
UPRS I.

Organisasi pemerintah biasanya bertanggung jawab memberikan lisensi
dan sertifikasi kepada UPRS 1. Hal ini memastikan bahwa unit pengelola

tersebut memenuhi standar tertentu dalam pengelolaan rumah susun. Proses



sertifikasi ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa UPRS |
beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga kualitas hunian, dan
melindungi hak-hak penghuni. Dalam keseluruhan, hubungan antara organisasi
pemerintah dan UPRS | dapat membentuk fondasi untuk pembangunan
perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. Keterlibatan yang baik dari
pemerintah membantu menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif,
memastikan keberlanjutan finansial, dan menegakkan standar kualitas yang
tinggi dalam pengelolaan rumah susun. Sinergi ini menjadi kunci untuk
memastikan bahwa rumah susun bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga
komunitas yang mendukung dan memberdayakan penghuninya. Peraturan
publik terkait zonasi, konstruksi, dan pengelolaan aset perumahan menjadi
elemen kritis yang perlu diperhatikan. Pentingnya peraturan ini untuk
memastikan bahwa Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS 1) dapat memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Implementasi peraturan publik terkait Unit Pengelola Rumah Susun
(UPRS 1) menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini
diterapkan dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan untuk mendukung
pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bukan hanya sebagai solusi perumahan
modern, tetapi juga sebagai wujud nyata dari transformasi perkotaan yang
berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penerapan
peraturan publik yang bijaksana, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS 1) dapat
menjadi model yang berhasil dalam menciptakan komunitas urban yang
efisien, inklusif, dan ramah lingkungan. Peraturan daerah yang mengatur
Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa memiliki tujuan mulia untuk
menyediakan solusi perumahan terjangkau dan berkelanjutan. Namun, dalam
implementasinya, berbagai permasalahan muncul, menciptakan sejumlah
tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan

program ini.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan kepada Kepala UPRS | pada
tanggal 13 Desember 2023 diketahui beberapa masalah yang ada yang



berhubugan dengan kebijakan atau peraturan pemerintah terkait Tentang
Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun
(UPRS) diantaranya permasalahan pertama salah penafsiran terhadap
kebijakan atau peraturan yang berlaku, hal ini dapat terjadi di antara pihak-
pihak yang terlibat, termasuk pengembang, pengelola serta penghuni. Tidak
adanya Kklarifikasi yang memadai dalam regulasi dapat menciptakan
ketidakpastian dan konflik. Semua ini akan berdampak pada menghambat
pelaksanaan peraturan dengan konsisten dan merugikan keberlanjutan
Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Hal ini juga dapat menciptakan
kondisi yang tidak adil atau merugikan bagi beberapa pihak. Permasalahan
yang kedua vyaitu permasalahan terkait kepemilikan atau status hukum unit
Rumah Susun Sederhana Sewa yang dapat muncul dan menjadi kompleks,
terutama jika ada perubahan kepemilikan atau ketidakjelasan hak-hak
penghuni. Permasalahan yang ketiga yang berhubugan dengan tata ruang dan
zonasi hal ini dapat terjadi ketika peraturan daerah tidak selaras dengan tata
ruang perkotaan yang ada. Kurangnya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan
dan kondisi lokal dapat menciptakan ketidakjelasan dalam pemanfaatan lahan
untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa serta kurangnya upaya untuk
melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan
implementasi peraturan pemerintah dalam hal ini peraturan Gubernur yang
dapat menghambat keberlanjutan proyek dan kurangnya partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan dapat menurunkan dukungan terhadap inisiatif

dari peraturan tersebut.

Dalam menilai tingkat keberhasilan implementasi peraturan publik di
masyarakat, penting untuk terus memonitor dan memberikan penilaian dampak
serta penerapan peraturan tersebut. Pemantauan yang cermat, pengumpulan
umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, dan analisis terhadap
perubahan yang terjadi dapat memberikan gambaran komprehensif tentang
efektivitas dan penerimaan peraturan di tengah masyarakat. Kesadaran akan
kebutuhan akan perubahan atau peningkatan juga harus diakomodasi agar
peraturan publik dapat beradaptasi dan memberikan manfaat maksimal untuk

seluruh lapisan masyarakat. Mengukur keberhasilan implementasi peraturan



publik tidak hanya melibatkan pencapaian tujuan awal, tetapi juga melibatkan
adaptabilitas, partisipasi, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara

keseluruhan.

Berdasarkan hasil jawaban dari wawancara prasurvey dan fenomena yang
timbul di Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan
Rumah Susun (UPRS 1) maka dengan alasan ini peneliti ingin mengambil
penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penghunian Rumah
Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) 1.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengenai peraturan publik tentang hunian rumah susun sewa
sederhana dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang
mungkin muncul guna memahami dampaknya terhadap Implementasi
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun

(UPRS) I, adapun identifikasi masalah sebagai berikut ini:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat di lingkungan perkotaan DKI
Jakarta yang menyebabkan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang
dikelola oleh Pemprov. DKI Jakarta belum sepenuhnya mampu menampung

warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah layak huni.

2. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Gubernur yang tidak mencakup
secara luas kepada masyarakat perkotaan DKI Jakarta. Selain itu, belum
adanya kerjasama yang baik dan menyeluruh oleh para stakeholder terhadap
Peraturan Gubernur ini menyebabkan masih banyak kendala yang dihadapi
di lapangan, dan cara penyelesaiannya tidak termasuk dalam peraturan

gubernur ini.
C. Rumusan Permasalahan

Dalam rangka mendalami Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana



Sewa Di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) I, perlu dikembangkan suatu
rumusan masalah yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian ini. Rumusan

masalah pada penelitian ini sebagai berikut ini:

1.Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor
111 Tahun 2014, Tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Dalam Mengoptimalisasi Rusunawa di DKI Jakarta khususnya
UPRS | ?

2. Bagaimana strategi dan arah kebijakan UPRS | dalam menyediakan kualitas

hunian yang optimal dan memberikan pelayanan yang profesional ?
. Tujuan Penelitian

Dalam rangka merinci dan memahami lebih mendalam Implementasi
Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 yang
mengatur Rumah Susun Sederhana Sewa, maka tujuan utama dari penelitian ini

adalah:

1. Mengetahui tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2014 Tentang Penghunian Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dalam Mengoptimalisasi Rusunawa di
DKI Jakarta khususnya UPRS 1.

2. Merekomendasikan rancangan strategi dan arah kebijakan UPRS | dalam
menyediakan kualitas hunian yang optimal serta memberikan pelayanan

yang profesional.

. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam

sehingga memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi
pemerintah dalam merumuskan dan meningkatkan kebijakan peraturan

gubernur terkait penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)



dan membantu pemerintah DKI Jakarta untuk memperbaiki regulasi yang
ada agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta
pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan serta meningkatkan kualitas

dan kuantitas layanan yang diberikan kepada penghuni.
2. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan informasi tentang sejauh mana kebijakan
ini memberikan aksesibilitas dan keterjangkauan yang lebih baik terhadap
hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dapat menjadi landasan
untuk perbaikan kebijakan guna memastikan pemenuhan hak masyarakat

terhadap perumahan yang layak
3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam literatur ilmiah
terkait kebijakan perumahan dan pengelolaan Rusunawa, memberikan
wawasan baru dan pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan

tersebut.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A.Simpulan

Dalam analisa dampak dan efektivitas dari Implementasi Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Susun
Sederhana Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I, beberapa kesimpulan

penting muncul yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut.

1. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun
2014 tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa di Unit Pengelola
Rumah Susun (UPRS) I memiliki dampak positif terhadap kualitas pelayanan
publik di Unit Pengelola Rumah Susun tersebut. Nilai SKM yang baik (79,74
atau Mutu B) yang diperoleh dari 962 responden menunjukkan bahwa
kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Meskipun
demikian, masih diperlukan inovasi dalam menjawab perubahan teknologi
pengembangannya terutama dalam pendaftaran hunian, kalimat juga
menggarisbawahi bahwa masih terdapat tantangan dan ruang untuk
peningkatan yang perlu diatasi guna memastikan pelayanan yang lebih baik di

masa depan.

2. Dalam mengatasi permasalahan komunikasi, diperlukan program kerja yang
terstruktur dan komprehensif. Langkah-langkah seperti pembentukan forum
atau rapat rutin antara pimpinan dan staf pengelola, penerapan sistem
komunikasi internal yang efektif, dan program pelatihan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat akan menjadi kunci dalam memastikan informasi
disampaikan secara efektif. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan sumber
daya, langkah-langkah seperti melakukan audit untuk mengidentifikasi potensi
penghematan, menyusun program pelatihan karyawan, dan menjalin kemitraan
dengan sektor swasta dapat membantu dalam memaksimalkan penggunaan
sumber daya yang tersedia. Di sisi disposisi, upaya untuk membuat panduan

implementasi Pergub 111 Tahun 2014 yang jelas, menyelenggarakan pelatihan
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reguler, mendirikan tim implementasi Pergub 111 Tahun 2014 khusus, dan
menggunakan hasil monitoring dan implementasi Pergub 111 Tahun 2014 akan
memperkuat kemampuan implementasi Pergub 111 Tahun 2014 kebijakan.
Sementara itu, untuk mengatasi hambatan struktur birokrasi, implementasi
Pergub 111 Tahun 2014 terhadap struktur hierarkis, penyederhanaan prosedur,
dan penyusunan SOP yang lebih sederhana akan membantu dalam
meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugas sehari-
hari. Dengan penerapan program-program ini secara terstruktur dan terarah,
diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan
meningkatkan kualitas pelayanan di Unit Pengelola Rumah Susun | Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
. Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 111/2014 mengenai penghunian Rumah Susun Sederhana
Sewa di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I, langkah-langkah strategis
diperlukan. Implementasi Pergub 111 Tahun 2014 menyeluruh perlu dilakukan
untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan. Pembentukan tim
khusus yang mengawasi pelaksanaan aturan, peningkatan koordinasi
antarpihak terkait, dan penggunaan teknologi informasi sebagai alat
komunikasi utama juga menjadi fokus. Pendampingan dan pelatihan kepada
penghuni rumah susun bertujuan memperkuat pemahaman mereka terhadap
aturan dan hak-hak sebagai penghuni. Dengan mengintegrasikan langkah-
langkah ini, diharapkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi peraturan
tersebut meningkat, serta kualitas hidup penghuni rumah susun DKI Jakarta

terus membaik.
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